PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

Menimbang :

Mengingat

—_—

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 07 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk meningkatkan
pendapatan asli daerah atas pemakaian kekayaan daerah, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2009 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun
2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4593);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua Kkali
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2007 tentang
Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminasi pada
Pembudidayaan Ikan;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.12/Men/2007 tentang
Perizinan Usaha Pembudidaya lkan;



-3-

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.19/Men/2010 tentang
Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban
(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 25);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten
Tuban Tahun 2008 Seri E Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2008 tentang
Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban
(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri D Nomor 01);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri D Nomor 02);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten
Tuban Tahun 2008 Seri D Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
dan
BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.

3. Bupati adalah Bupati Tuban.
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4. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap.

9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh
sektor swasta.

6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian
kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah, pemakaian bangunan/gedung, pemakaian
kendaraan/alat-alat berat dan pemakaian laboratorium.

7. Waijib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Waijib
Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan Daerah.

9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.

10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

11. Industri Kecil adalah Perusahaan yang nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan
seluruhnya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).

12.Industri sedang adalah Perusahaan yang nilai investasi seluruhnya lebih dari
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah).

13. Industri besar adalah Perusahaan yang nilai investasi seluruhnya diatas Rp. 10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).

14. Strategis adalah Jalan Basuki Rahmad, Jalan Sunan Kalijaga, Jalan P. Sudirman, Jalan
Pahlawan, Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Jalan Manunggal, Jalan Letda Sucipto, Jalan
sekitar Pasar Besar, apabila digunakan untuk usaha tertentu sangat baik/menguntungkan bagi
pemakai dibanding dengan tempat yang lain.

15. Kurang strategis adalah suatu tempat selain jalan—jalan yang strategis, apabila digunakan
untuk usaha tertentu kurang baik/kurang menguntungkan bagi pemakai dibanding dengan
tempat lain yang strategis.

16. Intensif adalah usaha tambak yang menggunakan alat teknologi baru tidak tergantung pakan
alami dan padat tebar di atas 50/M2.
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17. Semi Intensif adalah usaha tambak yang menggunakan pakan tambahan dan padat tebar
50/M2.

18. Tradisionil Intensif adalah usaha tambak secara alami tidak menggunakan pakan/alat
tambahan dan padat tebar di atas 15/M=2.

19. Non Komersial adalah suatu kegiatan yang tidak mendapatkan jasa dari pengunjung.

20. Komersial adalah suatu kegiatan yang mendapatkan imbalan jasa dan lainnya dari pengunjung
atau tamu.

21. Khusus adalah suatu kegiatan untuk kepentingan sekolah, Dinas Sosial dan Apresiasi Budaya
dan sejenisnya.

22. Pemakaian Kendaraan Alat Berat adalah sewa per Unit kendaraan / peralatan milik Pemerintah
Daerah tidak termasuk Bahan Bakar Minyak, operator, mobilisasi dan demobilisasi.

23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan
subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan
retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

24. Kas Umum Daerah, adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran Daerah pada Bank yang telah ditetapkan.

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguiji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi
Daerah.

26. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

BAB I
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas
pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3
(1) Obyek retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
(2) Rincian obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. pemakaian tanah;
b. pemakaian bangunan/gedung;

c. pemakaian kendaraan/alat-alat berat;

o

. pemakaian laboratorium.



